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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat (BPKAD) 

adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung 

yang menjalani tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, salah satunya adalah pelaksanaan 

pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran. Dalam melakukan 

penyusunannya harus mengacu pada standar satuan harga barang dan jasa yang 

merupakan produk Peraturan Gubernur Lampung (Peraturan Gubernur Lampung 

Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa, 2019) tentang Standar Satuan 

Harga Barang dan Jasa. 

Standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung sudah diimplementasikan menggunakan aplikasi  e-ssh yang diusulkan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dalam penyusunan anggaran 

seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung diharuskan menggunakan 

item standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. 

Penyusunan dan penetapan standar satuan harga yang dilakukan Pemerintah 

Provinsi Lampung diberikan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) kepada 

BPKAD Pemerintah Provinsi Lampung. Pelaksana penyusunan menggunakan 

aplikasi e-ssh memiliki tahapan-tahapan yang sangat ketat dan selektif sehingga 

dapat terhindar dari adanya mark-up ilegal pada masing-masing item data Standar 

Satuan Harga baik barang maupun jasa. 

Penyusunan standar satuan harga pemerintah provinsi Lampung untuk satuan 

harga biaya honorarium pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya pertemuan/rapat, 

biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas telah mengacu terhadap 

Peraturan Presiden No: 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa 

Regional yang telah di input ke dalam sistem informasi e-ssh milik Pemerintah 

Provinsi Lampung. Item barang atau jasa yang tidak disebutkan dalam peraturan 
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dapat ditambahkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsipsip 

efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan.  

Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan metode dengan memisahkan 

standar satuan harga barang dan jasa menjadi empat bagian yang saling 

berhubungan yaitu : 

1. Standar Satuan Harga (SSH) 

2. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan hasil dari 

penyusunan kumpulan beberapa SSH yang dibutuhkan. 

3. Analisa Standar Biaya (ASB) merupakan hasil dari penyusunan 

kumpulan SSH dan HSPK yang dibutuhkan dan; 

4. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) merupakan hasil 

dari penyusunan SSH, HSPK dan ASB yang dibutuhkan. 

Dari empat poin unsur yang dijelaskan, seluruh perangkat daerah sebagai 

kontributor dapat mengusulkan item Standar Satuan Harga secara berurutan 

dengan melampirkan surat usulan dari kepala perangkat daerah pengusul, bukti 

harga barang atau jasa dari sumber-sumber yang dipercaya juga harus 

dipertanggungjawabkan dan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Usulan 

yang telah dikirim akan melewati proses verifikasi dan kodefikasi oleh verifikator 

di BPKAD Provinsi Lampung.  

Dalam proses penyusunan standar satuan harga barang dan jasa, BPKAD 

Pemerintah Provinsi Lampung sering menemui kendala yang bisa menghambat 

proses pelaksanaan penyusunan. Kendala di lapangan yang ditemukan adalah 

keterlambatan kontributor dalam melakukan pengusulan item standar satuan 

harga, kesalahan kontributor dalam melakukan input data pada sistem, revisi 

inputan usulan berkali-kali, tidak adanya regulasi tertulis terkait penyeragaman 

dalam pengusulan item per jenis barang sehingga penyimpanan data tidak teratur 

menyebabkan pencarian data sulit, hingga kesalahan sistem rusak/terjadi error, 

kendala yang terdapat pada wilayah TI (teknologi informasi) ini sangat 

menghambat proses pelaksanaan penyusunan standar satuan harga barang dan 

jasa. masalah tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan 

penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pemerintah Provinsi Lampung yang 
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akan berimplikasi terhadap penetapan anggaran  pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) terhambat serta berdampak kepada pembangunan daerah terganggu, 

karena APBD merupakan stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, 

seperti diketahui dari hasil evaluasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

terkait penetapan APBD induk seluruh provinsi tahun 2021 dari 34 provinsi 8 

provinsi tidak tepat waktu dalam penetapan APBD-nya, Provinsi Lampung 

memang tidak termasuk dari 8 provinsi yang tidak tepat waktu namun memiliki 

potensi mengalami keterlambatan dikarenakan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran sering melewati batas waktu yang seharusnya diakhir september 

disebabkan standar satuan harga tidak tersusun dengan baik dan belum 

mengakomodir seluruh kebutuhan perangkat daerah sehingga mempersempit 

waktu yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya yaitu RAPERDA APBD, oleh 

karena itu pentingnya manajemen risiko ini dibuat agar terhindar dari 

permasalahan seperti di atas. 

Permasalahan yang berkaitan dengan TI pada penjelasan di atas memerlukan 

upaya dan penanganan agar tidak mengganggu pelaksanaan penyusunan standar 

satuan harga. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko teknologi informasi 

agar Pemerintah Provinsi Lampung tidak banyak dirugikan oleh keberadaan risiko 

tersebut. BPKAD Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan panduan 

manajemen risiko yang mudah dipahami dan mudah diterapkan untuk mencegah 

dan mengurangi potensi terjadinya risiko serupa pada penyusunan standar satuan 

harga barang dan jasa pada tahun selanjutnya.  

Pada penelitian ini, acuan yang dipakai untuk menyusun panduan manajemen 

risiko teknologi informasi adalah COBIT (Control Objective for Information 

Technology and Related Technology) dan PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge). COBIT digunakan untuk mendukung tata kelola TI dengan 

menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. 

Penelitian ini menggunakan COBIT 5 for Risk karena lebih spesifik membahas 

mengenai manajemen risiko teknologi informasi. COBIT hanya memberikan 

panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional maka 

acuan yang dipakai disini akan dilengkapi oleh PMBOK. PMBOK adalah standar 
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yang dipakai dalam manajemen dan telah diterapkan diberbagai perusahaan 

karena kemudahannya untuk diaplikasikan. Melalui PMBOK bisa dilihat tahapan 

proses untuk keseluruhan sistem kerja, diharapkan melalui PMBOK bisa dilihat 

lebih jelas risiko yang ada pada setiap fase. Untuk manajemen risiko teknologi 

informasi penyusunan standar satuan harga menggunakan aplikasi e-ssh pada 

BPKAD Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan keunggulan masing-masing 

framework tersebut penggunaan keduanya akan menciptakan kombinasi yang 

tepat dalam pembuatan panduan manajemen teknologi informasi untuk BPKAD 

Pemerintah Provinsi Lampung. Dari hasil kombinasi framework gabungan juga 

diharapkan bisa mendukung keseluruhan proses pada saat pelaksanaan 

penyusunan standar satuan harga menggunakan aplikasi e-ssh. Melalui upaya 

pengendalian risiko TI beserta dampaknya, demikianlah alasan penggunaan kedua 

framework (COBIT 5 for Risk dan PMBOK). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana membuat panduan manajemen risiko teknologi informasi pada 

Penyusunan Standar Satuan Harga yang sesuai untuk BPKAD Pemerintah 

Provinsi Lampung melalui kombinasi COBIT 5 for Risk dan PMBOK  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. mengusulkan panduan manajemen risiko teknologi informasi pada 

penyusunan standar satuan harga bagi BPKAD Pemerintah Provinsi 

Lampung melalui kombinasi framework COBIT 5 for Risk dan PMBOK  

2. Mengevaluasi kelayakan penerapan manajemen risiko yang di hasilkan 

oleh BPKAD Pemerintah Provinsi Lampung.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat :  

1. Membantu mempercepat pelaksanaan penyusunan standar satuan harga 
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menggunakan aplikasi e-ssh.. 

2. Mempermudah pencarian data standar satuan harga pada aplikasi e-ssh. 

3. Meminimalisir kesalahan akibat risiko-risiko yang terjadi pada saat 

penyusunan standar satuan harga menggunakan aplikasi e-ssh. 

4. Penanganan risiko yang tepat dan cepat pada saat penyusunan standar 

satuan harga menggunakan aplikasi e-ssh. 

 

1.5 Batasan Masalah 

      Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Penelitian difokuskan pada pengelolaan risiko teknologi informasi pada 

penyusunan standar satuan harga menggunakan aplikasi e-ssh di BPKAD 

Pemerintah Provinsi Lampung.   

2. Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan Framework PMBOK dan 

Framework COBIT. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 

Tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan Tesis. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

Penyajian laporan Tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut :  

1.  Bagian Awal Tesis  

 Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, 

arti lambang dan singkatan dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Tesis. 

 Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

Tesis.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab tinjauan pustaka ini meliputi :  

a. Landasan teori  

b. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar 

sistematis, bab metode penelitian meliputi :  

a. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian  

b. Analisa Kebutuhan  

c. Alur Penelitian   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari ganbaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari 

secara kulitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :  

a. Hasil Penelitian  

b. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada 

penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian. Sedangkan saran berisi 

mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang 

ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. 


